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PERATURAN DAERAH
ICABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR X2 “TAHUN 2006

e

TENTANG -

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARCLANGUN NOMOR 5§

Mengingat

TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA XERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Bagian

Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun
secara berdayaguna dan berhasil guna maka dipandang perlu merubah dan
atau menambah dan menyempurnakan Peraturan Dacrah Iabupaten
Sarolangun Nemor 5 Tahun 2004 Tentang Susunan O:rganisasi dan Tata
Kerja Sckrstariat Daerah Kabupaten Sarolangun.

. bahwa dengan mempedomani Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

Tentang Penyctaraan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Peuyetaraan Gender dalam Pembangunan di Dacrah.

bahwa dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004

Pasal 16 Ayat 1 Yaitu Sekretariat Daerah terdiri 3 ( tiga ) Asisten pada

setiap Asisten membawahi 4 ( Empat ) Bagian sehingga jumlah bagian 12
bagian. Saat ini berjumlah 11 bagian untuk itu perlu perubahan
oenambahan 1 ( Satu ) Bagian lagi vaitu Bagian Pemberdayaan Perempuan
dibawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

. bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun pada sub a,b

dan ¢ diatas perlu ditetapakan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 41% Tahyn 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Jembatan Negara
Nomor 3890) ;

. Undang-undang Nomor 54 Tahua 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3903); 3

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437),
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% mangeundang Novwos U3 Tuhoe 2004 Tentig Podidbangas Winangan
‘.n*ﬂrx Pe mmnmb Pusat dan Dacrah Jlomberan MNegae Tabun 2004
Notvor 126, Tambahan [.embaran Negara Nomor 4438):

S0 Domohman Tomwrintah Nomoer 20 Talua 2000 Toak R AT

Perer r"'&? dan Kevenanvau Dropinsd ecbugail Laceal O Stonem (Lambaran
Negara Ahun 2000 Nemor §4, Tambahan §embavan INegara Nomor
3952):. -

7. Peratiran Pomrarintah Momor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Dacvah (Lowbasan Negara Tahun 2003 Nowor 14, Tambahan
Lemharan Nogara Nomar 4262);

8. Peraturan Dacrah Nomor S ‘Uahun 2004 Teoteng Susunan Qiganisasi dan
Tata Karga Sekiolariat Vhasueh Kabupston Sarolengen (Lenbatan Daerah
Faten 2004 Nomwor S e O Notror 1)

Dengan Persetujuan Bersaima

DIEVAN PERWAKITLAN RAKY AT QAFRAT WARNICATEN SARKULANGUN
ann
PEPATT SAROLANGTIN

ARAU TUNEAN

PERATIRAN TTAFDALY THENTANG PERTDAHAN ATAS PERATITRAN
DAFRAH KAHL"’ATEN SAROCGLANGUN NOMOR £ TAUUN 2004 [TENTANG
SUSTUNAN GRGANISAST DAN TATS WIS, SERRETARIAL BAFRAH
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Peraturan Dacras wGbupans, saclaseun Womar 0 Tahiun 004 Tentang
Susmnan Oreanisest dan Tata Feorla Selratarial Dacesk Kabipaien larolangon
Gimahal wohp vt heaitant
a. Feda Fras i S hurnb b oangta 3 “Pemberdavaar Percmpuan” duibah atan
U.ﬂh‘zn«nr}

b. Pada Pn,gal 5 hurub b angka 4 ditambah bagian yvang berbunyt * Bagian
Pemberdayaan Peronyawan’

c. Pasal 5 huraf b Nomwor 3 dicubaly, ditembah dai behiny i scbagai berikut

77?7‘5-47} s

3. Waan Soclal iy s Qo
- Suk Bagian Agama dan Pendidikan
- Sub Bagian Kegehatan, Kesos dan kB
- Sub Bagian Poradu dar. MNifceriran.

d. Pasal 5 hurub b Nomor 4 ditambah atau berbunyi sebagai benkui

Pasal §

4. Bagian Pemberdavazn Poranpuan Terdicl dia
« Sueb,Boeizn Panbuardayaan Porempuan P taiwast Daan Akuf
- Masvarakat dap Orpaniaaai Per c.mpuan.
- Sub Bagien Data dan Analizis Kebijakan
- Sub Bagian Fvaluasi dan Pelaporan




e. Pasal 5 hurub ¢ Nomor 4 dirubah, ditambah atau berbunyi scbagai berikut :

(1).

2.

3

Pasal 5

4. Bagian Umum terdiri dari :
- Sub Bagian Perlengkapan
- Zul Dagiali™ aia Usaia dan Santelda
- Sub Bagian Rumah Tangga

~* Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bagian Kepegawaian
beserta Sub Bagian Umum, Kesejahteraan, Kedudukan Hukuin Pegawai
dan Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Diklat Pegawai
sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 pasal
5 huruf ¢ angka 2 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Sub Bagian Mutasi
Pegawai Sekretariat Daerah dialihkan dan menjadi urusan Bagian
Organisasi dan PDE.Sehingga Pasal 5 huruf a angka 4 berubah, ditambah
dan berbunyi scbagai berikut :

4. Bagian Organisasi dan PDE terdiri dari :
- Sub Dagian Kclembagaan dan Analisis Jabatan
- Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Perpustakaan
- Sub Bagian PDE dan Mutasi Pegawai Sekretariat Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan PDE
yang scbelumnya di bawah pembinaan Asisten Pemerintaban menjadi
pembinaan naungan Asisten Administrasi .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun,
pada tanggal 20 StPiemie- 2006

LANGUN

A
- H.HW;ASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal »q Seplamar

2006

SEXRETARIS DAERAH
KABUPATHN SAROLANGUN

Drs. ABD.ZAKLM. 51

N\

Pembina Tk T NIP. 430 008 999
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR'Gg, TAMUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATLIRAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAMH KABUPATEN SAROLANGUN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijokan dan perataon Kelembogean Pemerintah, baik Pemerintah Pusat
ataupun Pemerintah Doerch lebih diarchkan kepada upaya rightsizing yaitu
upaya menyelenggarukon  birokrasi  Pemerintah yang diarchkan  untuk
mengembangkan Organisasi yang lebih Profesional, transparan, hirarki yang
pendek dan terdesentralisosi kewenangannyo.Oleh karena itu Organisasi
Perangkat Daerah disusun berdasarkan Visi dan Misi yana jelas, sehingga
organisasi tersusun berdosarkon kebutuhan nyata, dan mengikuti strategi
dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi yang telah ditetapkan.

Dolam rangka mewu judkan Organisusi Perongkat Daersh yang Ideal secara
teoritike dan konseptual maka terbitnya Feraturan Pemeriniah Nomor 8 tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perongkat Daerah, semua Peraturan Doeroh
yang berkaitan dengun Perongkat Doerah di lingkungon Pemerintah Kobupaten
Sarolangun dilakukan perubahan.

.

IT.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal 1 sampai dengan pasal 2 Cukup jelas.
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